ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Kritis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan
Negara” ini ditulis oleh Tarris Egita, NIM. 126103212200, dengan pembimbing

Satrio Wibowo, M.H.

Kata kunci: RUU Perampasan aset, korupsi, hak asasi manusia, pengembalian
keuangan negara

Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap keuangan
negara dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengembalian kerugian negara sering
kali terhambat oleh proses hukum yang panjang, khususnya dalam pembuktian
tindak pidana dan penyitaan aset. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan
Aset hadir sebagai terobosan hukum yang memungkinkan perampasan aset tanpa
putusan pidana). Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan
RUU Perampasan Aset serta mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut
menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pihak yang terlibat.
Rumusan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana urgensi pengesahan
rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia? (2) Bagaimana
rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat
menjamin perlindungan HAM?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh
melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, literatur, dan dokumen relevan.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: (1) bahwa pengesahan RUU

Perampasan Aset merupakan langkah strategis sebagai upaya memperkuat
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instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam pengembalian
kerugian keuangan negara secara efektif. (2) perampasan aset tidak melanggar
HAM dalam konteks negara hukum, perampasan aset baik melalui hukum pidana

maupun perdata dibenarkan demi keadilan dan ketertiban.
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ABSTRACT

Thesis entitled “A4 Critical Analysis of the Draft Law on Asset Forfeiture from
Corruption Crimes as an Effort to Recover State Financial Losses”, was written by

Tarris Egita, NIM 126103212200, with the supervisor Satrio Wibowo, M.H.

Keywords: Draft Law on Asset Forfeiture, corruption, human rights, recovery of

state finances

Corruption is a criminal act that has a wide impact on state finances and
public welfare. Efforts to return state losses are often hampered by a long legal
process, especially in proving criminal acts and confiscating assets. The Draft Law
on Asset Forfeiture is present as a legal breakthrough that allows for confiscation
of assets without a criminal verdict (non-conviction based confiscation). This
thesis aims to analyze the urgency of ratifying the Draft Law on Asset Forfeiture
and to evaluate the extent to which the regulation guarantees the protection of
human rights (HAM) for the parties involved. The formulation in this study is: (1)
How urgent is the ratification of the draft law on asset confiscation in Indonesia?
(2) How can the draft law on confiscation of assets resulting from corruption
guarantee the protection of human rights? The research method used is normative
juridical with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a
literature study of relevant regulations, literature, and documents.

The results of this study indicate that: (1) that the ratification of the Draft
Law on Asset Forfeiture is a strategic step as an effort to strengthen legal

instruments in eradicating corruption, especially in effectively returning state
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financial losses. (2) asset confiscation does not violate human rights in the context
of a state of law, asset confiscation through both criminal and civil law is justified

for the sake of justice and order.
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